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Abstrak
 

Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat

permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi

karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara.

Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang

Negara. Tidak sinkronnya beberapa Undang-Undang terkait keuangan Negara menyebabkan adanya

pengertian yang berbeda mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN, terutama pengertian

kekayaan Negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dan

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif dengan mengidentifikasi

penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan Negara yang

dipisahkan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No.17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kesimpulan dari tesis ini adalah status hukum penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan

debitur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah bukan merupakan bagian

dari keuangan Negara. Permasalahan adanya anggapan ldquo;merugikan negara rdquo; dalam penyelesaian

penyertaan sementara bank bukan merupakan kerugian Negara tapi merupakan resiko/kerugian bisnis.

Perlindungan hukum terhadap Direksi/Pejabat Bank BUMN dalam pelaksanaan penyertaan modal

sementara pada perusahaan debitur adalah didasarkan pada doktrin Business Judgment Rule dan peranan

Notaris dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur adalah

memastikan keabsahan dari penyertaan saham bank pada perusahaan debitur, sehingga disarankan agar

Bank BUMN hendaknya menambahkan persyaratan-persyaratan khusus dalam Perjanjian Penyertaan Modal

Sementara yang dapat melindungi kepentingan Bank apabila terjadi penurunan nilai saham.

<hr /><i>In the completion of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, the problem is that

there is no settlement under the value of the shares at the time of conversion as it may be deemed to have

carried out the principal debt haircut and harmed the State 39 s finances. This problem is caused by the

receivable of Bank of State Owned Enterprise until now still considered as State receivable. The lack of

synchronization of several laws relating to State finances causes a different understanding of the State 39 s

wealth that is separated on state owned enterprises, particularly the definition of State property separated by

Law no. 19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 Year 2003 on State Finance.

Research Methods in writing this thesis is a normative juridical research by identifying Bank of State

Owned Enterprise Debt to Equty Swap as state assets separated under Law No.19 of 2003 on State Owned
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Enterprises and Law No.17 of 2003 on State Finance.

The conclusion of this thesis is the legal status of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap

based on Law No. 19 Year 2003 concerning BUMN is not a part of State finance. The problem of the

assumption of harm the state finance in the settlement of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty

Swap is not a loss of the State but is a risk loss of business. Legal protection of Directors Officials of State

Owned Banks in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is based on the

Business Judgment Rule doctrine and the role of Notary in the implementation of Bank of State Owned

Enterprise Debt to Equty Swap is to ensure the validity of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, The

BUMN Bank should add the special conditions in the Debt To Equty Swap Agreement which may protect

the interests of the Bank in the event of a decline in the value of the shares.</i>


